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BUPATI LAMPUNG UTARA

PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA
NOMOR 32 'TAHUN 2017 S
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

: bahwa memenuhi ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor
S Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2016, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Lampung Utara sebagai
rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2016.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 5%} dan
Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam
Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai
Undang-Undang {Lembaran Negara Reputlik Indonesia Tahun
1956 Nomor 73, Tambehan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 182 1};

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

3. Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004

Perbendaharaan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4335);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tghun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421},



10.

11.

12,

13.

14.

15.

a-Undan Nomor 23 Tahyn 2014 tentang
ggnigggtggan ]%aerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran N.ega;‘ﬁ
Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diub o
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang _Nom;hr
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia T un
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tehun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234},

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun
2007  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4712},

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 52 19);

Peraturan Pemerintah Nomar 55 Tahun 2005 tentang Dana
Ferimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informas{ Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576) se i a telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Norror 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tarnibahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578),

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Staidar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);



16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambzhan Lembaran Negara Republik Indoresia Nomor
4614);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lemba.an Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara ‘Republik Indonesia Nomor 4165);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 20612 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

' 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah,
sebagaimana telah diubabh beberapa kali terahir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara
Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Utara Nomor 22);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 09
Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2015

(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015
Nomor 09);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 04
Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran

2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun
2016 Nomor 04).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN

PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2016 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Rp. 98.607.164.917,00
Daerah

b. Dana Perimbangan Rp. 1.238.244.753.562,00



c.- Transfer Pemerintah Rp. 147.120.370.000,00
Pusat —~ Lainnya
d. Transfer Pemerintah Rp.  80.535.342.971,00

Provinsi
¢. Lain-lain Pendapatan Rp. 121.460.000.00
yang sah
Jumlah Pendapatan Rp. 1.564.629.091.450,00
2. Belanja

a. Belanja Operasi
1} Belanja Pegawai Rp. 856.592.687.703,00
2) Belanja Barang Rp. 243.293.112.276,06
3) Belanja Hibah Rp. 11.069.837.000,00

4) Belanja Bantuan Rp. 4.649.688.625,00
Sosial

S5) Belanja Bantuan Rp. 168.918.361.998.00
Keuangan
Jumlah Belanja Rp. 1.284.523.867.602,06
Operasi

b. Belanja Modal

1) Belanja Tanah  Rp. -

2) Belanja Rp. 38.282.512.602,00
Peralatan darn
Mesin

3) Belanja Gedung Rp. 40.971.426.346,00°
dan Bangunan

4) Belanja Jalan, Rp. 259.682.008.370,00

Irigrasi dan
Jaringan :
5} Belanja Aset Rp. 9.145.101.615,00
Tetap Lainnya
6} Belanja Aset Rp. 709.726.755,00
, BLUD
Jumlah Belanja Rp. 348.790.775.688,00
Modal
c. Belanja Tak Terduga Rp. 1.194.500.000,00

d. Transfer
1) Transfer Bagi Rp. 182.552.944,00
Hasil Ke Desa
2) Bagi hasil Pajak  Rp. -

Jumlah  Belanja Rp. 1634.691.696.234,00
dan Transfer
Surplus ( Defisit ) Rp. (70.062.604.784,006)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Rp. 113.587.322.828,84
b. Pengeluaran Rp. 18.435.159.695.00
’ Jumlah Rp. 95.152.163.133.84

Pembiayaan Netto
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun
Berkenan Rp. 25.089.558.349,78

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran | Peraturan Bupati ini.



Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
tercantum dalam Lampiran Il Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 89 . g8 - 2017

BUPATI LAMPUNG UTARA,
/

AGUNG/LMU MANGKUNEGARA

Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal 29 . g _ 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAM UTARA,

SAMSIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARATAHUN NOMOR: .39

"





